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Abstrak: Masalah penataan ruang di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun wilayah,
menjadi isu penting yang terus berkembang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Penataan
ruang dianalisis dan ditetapkan sebagai satu keseluruhan dari berbagai kegiatan penggunaan ruang
yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat. Penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah
satu bagian penting yang mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan di suatu daerah,
terutama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan
sebagainya dengan pendekatan hukum ke masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami
setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Pekanbaru.
Sedangkan populasi dan sampel merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner,
dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 97 huruf c
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang RTRW belum optimal. Meskipun
masyarakat telah memahami hak partisipasinya, keterlibatan aktif masih rendah. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta belum efektifnya
mekanisme pengaduan. Selain itu, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum
memberikan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Faktor lain yang memengaruhi adalah
lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kewenangan, dan rendahnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penataan Ruang, Pengendalian Ruang, Efektivitas Hukum.

Abstract: Spatial planning issues in Indonesia, both at the national and regional levels, have
become an important and increasingly dynamic concern in recent years. Spatial planning is
analyzed and established as an integrated whole of various spatial utilization activities carried out
by both the government and the community. It has been positioned as a crucial element influencing
the success of regional development, particularly in promoting sustainable development. This
research is a sociological legal study, which examines the impact of law on society through a law-
in-context approach. It analyzes law as actual behavior and as a social phenomenon that exists in
everyday community life. The research was conducted in Pekanbaru City. The population and
sample consist of parties related to the issues being studied. Data collection techniques include
interviews, questionnaires, and literature review. The results show that the implementation of
Article 97 letter ¢ of Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Spatial
Planning is not yet optimal. Although the community has an initial understanding of its
participatory rights, active involvement remains low. This is due to a lack of socialization, limited
access to information, and ineffective complaint mechanisms. In addition, community participation
remains largely formalistic and does not significantly influence decision-making. Other
influencing factors include weak inter-agency coordination, limited authority, and low public trust
in the government.

Keywords: Community Participation, Spatial Planning, Spatial Utilization Control, Legal
Effectiveness.
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PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen penting dalam mengarahkan
pembangunan agar sesuai dengan peruntukan ruang dan kepentingan masyarakat. Dalam
pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penataan ruang, termasuk dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan dasar
hukum mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Ketentuan
tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Di
tingkat daerah, Kota Pekanbaru mengaturnya melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020
2040.

Pasal 97 huruf ¢ Perda tersebut mengatur peran masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 100 yang meliputi
pemberian masukan, pemantauan dan pengawasan, pelaporan dugaan pelanggaran, serta
pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.

Namun, keberadaan ketentuan tersebut belum menjamin terlaksananya partisipasi
masyarakat secara efektif. Dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan pemanfaatan
ruang di Kota Pekanbaru, termasuk pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan
peruntukan ruang dan adanya keberatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hak partisipasi yang
diberikan oleh peraturan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian
ini membahas implementasi Pasal 97 huruf ¢ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7
Tahun 2020, faktor penghambat partisipasi masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang mengkaji pelaksanaan
hukum dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan fokus pada
implementasi Pasal 97 huruf ¢ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun
2020.Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan perwakilan Komisi
IV DPRD Kota Pekanbaru, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Pekanbaru, serta Ketua RW di Kelurahan Tangkerang Tengah. Kuesioner diberikan
kepada 90 masyarakat Kota Pekanbaru. Data sekunder diperoleh melalui peraturan
perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan
penataan ruang dan partisipasi masyarakat.

Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis
secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan
ketentuan Pasal 97 huruf ¢ dan Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7
Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Pasal 97 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7
Tahun 2020
Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 memberikan
empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, Yyaitu
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pemberian masukan, pemantauan dan pengawasan, pelaporan dugaan pelanggaran, serta
pengajuan keberatan.

Pertama, pemberian masukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
belum dilibatkan secara aktif sejak awal proses pembangunan. Berdasarkan wawancara
dengan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, keterlibatan masyarakat, termasuk RT dan
RW, masih terbatas. Masyarakat umumnya baru mengetahui pembangunan setelah muncul
dampak atau persoalan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kuesioner, yaitu 43,8%
responden merasa Kketerlibatan masyarakat hanya sebatas diberi tahu mengenai
pembangunan.

Kedua, pemantauan dan pengawasan. Sebanyak 82% responden mengetahui
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, memberikan masukan, dan
melaporkan pembangunan yang tidak sesuai aturan. Namun, pengetahuan tersebut belum
diikuti keterlibatan nyata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hak pengawasan
masyarakat masih cenderung bersifat normatif. Sistem perizinan melalui OSS juga
menyebabkan persetujuan masyarakat tidak menjadi syarat wajib dalam setiap proses
perizinan.

Ketiga, pelaporan dugaan pelanggaran. Partisipasi melalui pelaporan juga belum
berjalan optimal. Hanya 21,3% responden yang menyatakan pernah memperoleh respons
atau tindak lanjut nyata dari pemerintah atas laporan terkait pelanggaran tata ruang,
sedangkan 78,7% tidak mengalaminya. Selain itu, hanya 43,8% responden yang
mengetahui adanya sarana pengaduan, sementara 56,2% tidak mengetahui atau tidak
menemukan sarana tersebut.

Keempat, pengajuan keberatan. Masyarakat telah diberikan hak untuk
mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan
rencana tata ruang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan masyarakat
belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap keputusan pembangunan. Prosedur
pengaduan juga masih dinilai belum jelas dan mudah diakses.

Berdasarkan keempat bentuk tersebut, implementasi Pasal 97 huruf ¢ belum berjalan
optimal. Masyarakat memang telah diberikan ruang untuk berpartisipasi, tetapi
keterlibatan tersebut masih lebih banyak berada pada tahap pemberian informasi dan
konsultasi. Berdasarkan teori Ladder of Participation Arnstein, kondisi ini menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat tokenisme, sehingga belum
sampai pada tahap partisipasi yang memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat.

B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menghambat partisipasi
masyarakat. Pertama, kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai tata ruang serta
mekanisme pelaporan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas
hak dan prosedur yang dapat digunakan ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Kedua, mekanisme pengaduan yang belum efektif. Masyarakat masih mengalami
kesulitan dalam mengetahui sarana pengaduan dan memperoleh tindak lanjut atas laporan
yang disampaikan. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase responden yang mengetahui
keberadaan sarana pengaduan dan memperoleh respons pemerintah.

Ketiga, keterbatasan kewenangan dan koordinasi pemerintah. Sistem perizinan
melalui OSS membuat pemerintah daerah tidak memiliki kendali penuh terhadap seluruh
proses perizinan. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang masyarakat untuk memengaruhi
keputusan pembangunan.

Keempat, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas. Masyarakat telah
diberikan hak secara normatif, tetapi belum memperoleh ruang yang cukup untuk
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memengaruhi keputusan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum
dengan pelaksanaannya di lapangan.
C. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui beberapa langkah.
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai RTRW, zonasi,
pembangunan, dan perizinan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih
efektif.

Kedua, sosialisasi mengenai hak masyarakat berdasarkan Pasal 97 huruf ¢ dan Pasal
100 perlu dilakukan secara berkala sampai tingkat kelurahan, RT, dan RW.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses
dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut setiap laporan. Keempat, koordinasi
antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang perlu diperkuat sejak awal pembangunan
sehingga potensi konflik dapat dicegah.

Dengan langkah tersebut, partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi
formalitas, tetapi dapat berkembang menjadi partisipasi yang memberikan pengaruh
terhadap pengambilan keputusan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 97 huruf ¢ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun
2020 terkait partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum
berjalan optimal. Masyarakat telah memiliki hak untuk memberikan masukan,
melakukan pengawasan, melaporkan pelanggaran, dan mengajukan keberatan, tetapi hak
tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap keputusan pembangunan.
Partisipasi masyarakat masih cenderung berada pada tingkat tokenisme.

Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi dan informasi, mekanisme
pengaduan yang belum efektif, keterbatasan kewenangan dan koordinasi pemerintah, serta
partisipasi yang masih bersifat formalitas.

Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan
sosialisasi mengenai tata ruang serta hak masyarakat. Mekanisme pengaduan juga perlu
dibuat lebih mudah, jelas, dan responsif. Selain itu, koordinasi antara pemerintah,
masyarakat, dan pengembang perlu diperkuat agar masyarakat dapat dilibatkan sejak awal
proses pembangunan. Pemerintah juga perlu memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap
setiap laporan dan keberatan masyarakat agar partisipasi tidak berhenti pada tahap
formalitas.
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